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URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH
(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)

Wajib Pelayanan Dasar Wajib Non Pelayanan Dasar Pilihan
18 URUSAN: 8 URUSAN:
1. Tenaga kerja
6 URUSAN: -
g i:nmbaenrdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 1. Kelautan dan perikanan
4 Pertgnahan 2. Pariwisata
1. Pendidikan 5. Lingkungan hidup - i Ezﬁﬁgﬁgn
2. Kesehatan 6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ' . .
3. Pekerjaan umum dan 7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ‘Z . Enedrgl dan Sumber Daya Mineral
) 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - rérdagangan
penataan ruang 9. Perhubungan 7. Perindustrian; dan
4. Perumahan Rakyat dan 10. Komunikasi & Informatika 8. Transmigrasi.
Kawasan Permukiman 11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
5. Ketenteraman, Ketertiban 12. Penanaman modal
Umum, dan Pelindungan 13. Kepgmudaan dan Olah Raga
Masvarakat 14. Statistik
.y 15. Persandian
6. Sosial 16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
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ARAH KEBIJAKAN DAN AGENDA STRATEGIS fepeiik lndonesia
MANAJEMEN KEARSIPAN 2020-2024

ARAH KEBIJAKAN AGENDA STRATEGIS
* Meningkatkan kuantitas dan kualitas
\ ) . ) ] ] _ penataan arsip

Peningkatan .ketersedlaap informasi 'kear3|pan yang autentik dan. utuh - Meningkatkan ketersediaan dan akses
guna mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen terhadap informasi kearsipan (SIKN- JIKN)
penyelenggaraan negara dan simpul pemersatu bangsa - Meningkatkan pemanfaatan informasi

\ kearsipan dan pemenuhan konten kearsipan

‘ (SIKN-JIKN)

2 Peningkatan keselamatan dan keterlindungan arsip sebagai memori - Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM

kolektif dan jati diri bangsa Kearsipan

* Meningkatkan implementasi sistem

I pengelolaan arsip berbasis TIK (SIKD)

. . . . - * Meningkatkan pemanfaatan arsip sebagai

3 Eenlpgkatan ketersgdlaan arsip sebagai bahan akuntabilitas memori kolektif dan jatidiri, bangsa

kmerja dan alat bukti yang sah * Meningkatkan peran arsip pada pelaksanaan

/ pencapaian tujuan pembangunan

berkelanjutan
4 Peninakat K it faat : b . . * Meningkatkan fungsi kelembagaan kearsipan
eningkatan Kapasi _as pemantaatan arsip sebagal manajemen khususnya di daerah
. pengetahuan pemerlntahan * Meningkatkan kapasitas pemanfaatan arsip

/ sebagai manajemen pengetahuan
(knowledge management) berbasis TIK
dengan Big Data
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sebagai perwujudan tata
kelola administrasi
pemerintahan yang
akuntabel, efektif dan efisien
serta pondasi manajemen

Jumlah SDM Kearsipan yang
belum sesuai kebutuhan dan
belum merata serta masih

rendahnya kompetensi SDM pengetahuan pemerintah
Kearsipan.
Pemenuhan Pengembangan
Kebutuhan SDM e-Arsip, e-Office
Penataan Kearsipan dan Big Data
Kelembagaan dan
Kebijakan/Regulasi
Belum optimalnya penataan Pelayanan arsip sebagai
kelembagaan daerah dan memori  kolektif bangsa
kebijakan daerah sebagai dengan membangun sistem
tindak lanjut UU 23/2014 yang dapat diakses
tentang Pemerintahan masyarakat sebagai bentuk

Daerah serta UU 43/2009
tentang Kearsipan.

penguatan identitas dan jati
diri bangsa

@www.kemendagri.go.id n Kemendagri_RI ,kemendagri kemendagri m



Mekanisme Sinkronisasi Dokumen
Perencanaan Pusat - Daerah
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RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

A 4

RPJPN

RPJMN > RKP

Menggunakan pendekatan:

* teknokratik,
dikoordinasikan, disinergikan, dan * partisipatif,

diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI * politis,

* atas-bawah

dan bawah-atas

+ * * Dirumuskan secara transparan,

RPJPD —®» RPJMD 9 RKPD responsif, efisien, efektif,
akuntabel, partisipatif, terukur,

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.




Sinkronisasi Program Prioritas Pusat — Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014
(Psl 258, 259, 260)
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TARGET TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PROVINSI
K/L == PROV+KAB/KOTA PROV e —_—

sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi
teknis Dikoordinasikan oleh MDN dengan
Menteri Bidang Perencanaan

koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan
oleh GUBERNUR sebagai wakil Pemerintah
Pusat

¥ L ¥

* Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
* Kkesempatan kerja,

* lapangan berusaha,

* meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
* daya saing Daerah.
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PERAN STRATEGIS KEMENDAGRI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

P - menjamin keberlangsungan
*o -y

J A

* pelayanan &

emberdayaan
UU NO. 23 TAHUN 2014 B eralor
POROS 4
ttg PEMDA _ . * pembangunan daerah,
MDN melakukan pembinaan dan Pemerintahan & Politik * demokrasi,
pengawasan umum penyelenggaraan Dalam Negeri

* penegakan hukum dan
kesatuan bangsa

» |

pemda secara nasional

berlandaskan komitmen bersama & gubernur,

*Penjabaran Visi, Misi, dan partisipasi masyarakat bupati/walikota
Program sesuai’dgn a,lgenda melaksanakan nfsufeliolel K el
afonins Presid program secara efektif, berbagai isu-isu strategis
*Penjabaran Program efisie.n, bersih v
Operasional KEMENDAGRI; berwibawa dlm rangka T
*Koordinasi antar K/L secara memperkokoh NKRI PEMBANGUNAN
terpadu. NASIONAL
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UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

X.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
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LAMPIRAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

. Pengelolaan arsip statis

vang diciptakan  oleh
lembaga negara di Pusat

dan Daerah, BUMN,
organisasi

kemasyarakatan tingkat
nasional, organisasi

politik tingkat nasional,
tokoh
perusahaan swasta yang

nasional dan

. Pengelolaan arsip statis

yvang diciptakan oleh
Daerah
provinsi, BUMD provinsi,

Pemerintah

perusahaan swasta yang

cabang usahanya lebih
dari 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota dalam

1 (satu) Daerah provinsi,
organisasi kemasyarakatan

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5
1. | Pengelolaan Arsip a. Pengelolaan arsip dinamis | a. Pengelolaan arsip dinamis | a. Pengelolaan arsip dinamis
lembaga negara, BUMN, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
dan perguruan tinggi provinsi dan BUMD kabupaten/kota dan
negeri. provinsi. BUMD kabupaten /kota.

. Pengelolaan arsip statis

yvang  diciptakan  oleh

Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota, BUMD
kabupaten/kota,

perusahaan swasta yang
kantor usahanya dalam
1 (satu) Daerah
kabupaten/kota,

organisasi
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NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5

. Pengelolaan

memiliki  arsip bernilai
guna sejarah yang cabang
usahanya  lebith dan
1 (satu) Daerah provinsi.

. Pengelolaan laporan dan

salinan otentik naskah
asli arsip terjaga dan
lembaga negara,
Pemerintah Daerah, dan
perguruan tinggi negeri,
BUMN, dan BUMD.
informasi
Kearsipan dalam SIKN
melalui JIKN.

tingkat Daerah provinsi,
organisasi politik tingkat
Daerah provinsi, tokoh
masyarakat tingkat Daerah
provinsi.

. Pengelolaan simpul

jaringan dalam SIKN
melalui JIKN pada tingkat
provinsi.

kemasyarakatan tingkat
Daerah kabupaten/kota,
organisasi politik tingkat
Daerah kabupaten/kota,
pemerintahan desa dan
tokoh masyarakat tingkat
Daerah kabupaten /kota.

. Pengelolaan simpul

jaringan dalam SIKN
melalui JIKN pada tingkat
kabupaten/kota.
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NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2 3 L 5

2. | Pelindungan dan | a. Persetujuan tertulis | a. Pemusnahan arsip di | a. Pemusnahan arsip di
Penyelamatan Arsip jadwal retensi arsip (JRA) lingkungan Pemerintah lingkungan  Pemerintah
lembaga negara, Daerah  provinsi  yang Daerah kabupaten/kota
Pemerintah Daerah, memiliki retensi di bawah yang memiliki retensi di
BUMN, BUMD dan 10 (sepuluh) tahun. bawah 10 (sepuluh)

perguruan tinggi negeri. b. Pelindungan dan tahun.

b. Persetujuan tertulis penyelamatan arsip akibat | b. Pelindungan dan
pemusnahan arsip di bencana yang Dberskala penyelamatan arsip
lingkungan lembaga provinsi. akibat bencana yang
negara, Pemerintah | . Penyelamatan arsip berskala kabupaten/kota.
Daerah Perangkat Daerah provinsi | c. Penyelamatan arsip
provinsi/kabupaten/kota, vang digabung dan/atau Perangkat Daerah
perguruan tinggi negeri, dibubarkan, dan kabupaten /kota yang
BUMN, perguruan tinggi pemekaran Daerah digabung dan/atau
swasta dan perusahaan kabupaten/kota. dibubarkan, serta
swasts yang: kegiatannys d. Melakukan autentikasi pemekaran Kecamatan
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NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5

dibiayai dari anggaran
negara atau bantuan luar
negeri yang memiliki
retensi sekurang-
kurangnya paling sedikit

10 (sepuluh) tahun.

. Pelindungan dan

penyelamatan arsip
akibat bencana yang
berskala nasional.

. Penyelamatan arsip
lembaga negara yang
digabung dan/atau
dibubarkan.

arsip statis dan arsip hasil
alih media yang dikelola
oleh lembaga kearsipan
provinsi.

g. Melakukan pencarian arsip

statis yang pengelolaannya
menjadi kewenangan
Daerah  provinsi  yang
dinyatakan hilang dalam
bentuk daftar pencarian
arsip.

. Melakukan

dan Desa/kelurahan.

autentikasi
arsip statis dan arsip
hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga

kearsipan
kabupaten /kota.

. Melakukan pencarian
arsip statis yang
pengelolaannya menjadi
kewenangan Daerah

kabupaten /kota yang
dinyatakan hilang dalam
bentuk daftar pencarian
arsip.
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NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 S

e. Melakukan autentikasi
arsip statis dan arsip
hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga

Kearsipan Nasional.

f. Melakukan pencarian
arsip statis yang
pengelolaannya menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat yang dinyatakan
hilang dalam  bentuk
daftar pencarian arsip.

3. | Akreditasi dan | a. Akreditasi kearsipan
Sertifikasi terhadap penyelenggaraan
kearsipan pada lembaga

negara, Pemerintahan
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NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5

Daerah, perguruan tinggi,
BUMN, dan BUMD.

b. Akreditasi terhadap
lembaga penyelenggara
jasa kearsipan, pendidikan
kearsipan, dan  diklat
kearsipan.

c. Sertifikasi arsiparis yang
mengikuti uji kompetensi.
d.Penetapan tunjangan

profesi arsiparis.

4. | Formasi Arsiparis Penetapan hasil analisis
kebutuhan arsiparis
nasional.
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arsip yang bersifat tertutup
yang disimpan di ANRI.

arsip yang bersifat tertutup
yvang disimpan di lembaga
kearsipan Daerah provinsi.

NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 )
S. | Perizinan Penerbitan izin penggunaan | Penerbitan izin penggunaan | Penerbitan izin penggunaan

arsip yang bersifat tertutup
yang disimpan di lembaga
kearsipan Daerah

kabupaten/kota.
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— Kementerian Dalam Negeri
INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN """

Berdasarkan Permendagri No. 18 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kearsipan (Bobot Urusan : 2%)

persentase arsip aktif yang | Tingkat ketersediaan =a+i+s+]j/4 S50%
telah dibuatkan daftar arsip | arsip sebagai bahan T= tingkat ketersediaan arsip
persentase arsip in-aktif | akuntabilitas kinerja, a = persentase arsip aktif yg telah
vang telah dibuatkan daftar | alat bukti yang sah dan dibuatkan daftar arsip
=i pertEggigawaba i = persentase arsip inaktif yg
Persentase arsip statis yang | nasional) Pasal 40 dan telah dibuatkar daftar arsip
telah dibuatkan sarana | Pasal 59 Undang- s = persentase arsip sistis yang
bantu temu balik Undang Nomor 43 Blah AibuatEasE SafaiE BaBiG
Persentase jumlah arsip | Tahun 2009 tentang et Gtk
yvang dimasukkan dalam | Kearsipan j = persentase jumigh arsip yang
slkNmeladul JIRN dimasukkan dalam SIKN melalui

JIKN
Pemusnahan arsip vang | Tingkat keberadaan dan =m+b+g+a+c+1i)/6 S50%
sesuai NSPK keutuhan arsip sebagai
Perlindungan dan | bahan e by tingkat keberadaan dan
penyelamatan arsip akibat | pertanggungjawaban keutuhan arsip sebagai bahan
bencana yvang sesuai NSPK setiap aspek kehidupan | pertanggungjawaban
Penyelamatan arsip | berbangsa dan | m = tingkat kesesuaian kegiatan




LANJUTAN..

perangkat daerah provinsi
vang digabung dan atau
dibubarkan dan pemekaran
daerah kabupaten/kota
yvang sesuai NSPK di provinsi
Autentifikasi arsip statis dan
arsip hasil alih media yang
dikelola oleh lembaga

kearsipan

sesuai NSPK

provinsi  yang
Pencarian arsip statis yang
pengelolaannya menjadi
kewenangan daerah provinsi
dinyatakan

bentuk

hilang
daftar

yang
dalam
pencarian arsip yang sesuai
NSPK

Penerbitan izin penggunaan

arsip vang bersifat tertutup

bernegara untuk
kepetingan negara,
pemerintahan,

pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

Kementerian Dalam Negeri

pemusnahan arsip dengan NSPK
b = tingkat kesesuaian kegiatan
perlindungan dan penyelamatan

arsip dari bencana dengan NSPK

g = tingkat kesesuaian kegiatan
penyelamatan arsip perangkat
daerah provinsi yvang digabung
dibubarkan dan
pemekaran daerah

kabupaten/kota dengan NSPK

dan/atau

a = tingkat kesesuaian kegiatan
autentikasi arsip statis dan arsip
hasil alih media dengan NSPK

c = tingkat kesesuaian kegiatan
pencarian arsip
NSPK

I =

statis dengan

tingkat kesesuaian kegiatan

penerbitan izin penggunaan arsip

Republik Indonesia




Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Valisasi dan Inventarisasi
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Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

PROVINSI...
Keuangan Daerah
KODE
=3 o
2 2 2
Z 022 2 Z g
= 5 a 3 g § NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI KINERJA INDIKATOR SATUAN
EER:
é a5z & § @
2| = 3
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2 24 02 1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
2 24 02 1.01 01 |Penciptaan dan Pengginaan Arsip Di Yo Tc.rkclc?lanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Jll.lmlah Naskah Dinas yang Diciptaan dan Belias
Dinamis Digunakan
; SEEne 2 Terkelolanya Pemeliharaan dan  Penyusutan|Jumlah  Naskah Dinas yang  Dilakukan
2 24 02 1.01 02 |[Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Absin Dinaaia Pemalihinian dai Paraliitan Berkas
24 02 1.01 03 |Pengawasan Arsip Di is Kewenangan Provinsi Terlaksananya Pcr?gawasan Arsip Dinamis|Jumlah Laporan l:las.ll Pengawasan Arsip Dinamis Laporan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
2 24 02 1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
: X .,_|Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian|Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga
2 24 | 02 | 102 ot g‘;“ﬁ;‘:‘g“ﬁdf‘“,r?? “"l‘ima d‘ai‘l}q‘;‘f" Otentiklc linan Otentik Naskah Asli Arsip Terjagalyang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada|  Arsip
R e kepada ANRI ANRI
2 24 02 1.02 02 Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip|Terkelolanya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan|Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Arsi
2 Statis Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi dan Akses P
2 04 02 1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem
i Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
. i Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan|Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses
2 24 02 1.03 | 01 ic:n;;c.cllealx‘lﬁnlnk!:tngas;,ahgl:sc.s ‘d;.n 1 a]taf;la]r(l;n Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi|dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi| Pengguna
aree g ovins Hera Melalui JIKN Melalui JIKN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Tcrlsk.sananya Pemberdayaan Ka‘pasntas Unit Jux?:lah Laporan Hasil Pcmbcrdayaa.n Kapasitas
2 24 02 1.03 02 . A Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah|Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Laporan
Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi TP -2
Provinsi Provinsi
2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah
2 24 03 1.01 Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah
10 Tahun




Lanjutan...

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

03

1.01

01

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian,
Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip
yvang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh)
Tahun

Arsip

03

1.01

02

Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki
Retensi Di Bawah 10 Tahun

2 24

03

1.02

Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memilika
Retensi di Bawah 10 Tahun

Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat
Bencana yvang Berskala Provinsi

Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10
Tahun vang Dimusnahkan

Berkas

03

1.02

01

Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan
Penyimpanan Akibat Bencana

dan

Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan
dan Penyimpanan Akibat Bencana

Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi,
Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat
Bencana

Arsip

03

1.02

02

Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat
Bencana

Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan
Arsip Akibat Bencana

Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan
Penyimpanan Akibat Bencana

Arsip

03

1.03

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi
vang digabung dan/atau dibubarkan,
Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

dan

03

1.03

01

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian
serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi
Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi

Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan
Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah
Provinsi

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan,
Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau
Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat
Daerah Provinsi

Daftar

03

1.03

02

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian
serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi

Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan
Penilaian serta Penyershan Atau Pemusnahan
Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah
Provinsi

Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan,
Penyusunan Daftar dan  Penilaian  serta
Penyerahan Atau  Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi

03

1.03

03

Pendampingan  Penyelamatan  Arsip
Pemekaran Lintas Kabupaten /Kota

bagi

Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan
Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota

Jumlah  Daftar  Arsip yang  Dilakukan
Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran
Lintas Kabupaten /Kota

03

1.04

Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih
Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan
Provinsi

ron ¥ -

ACTIVAale

03

1.04

01

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip
Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Terlaksananya Penilaian  dan
Autentisitas Arsip Sesuai
Penjaminan Keabsahan Arsip

Penetapan
Persyaratan

Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai-dan| -

Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan
Keabsahan Arsip
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Perilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Tc'rlaksana.nya Pcml'man dan Pcnctapa'n I:Iasxl Jumlah Daftar An:np yang dﬂakul'can Penilaian '
2 | 24| 03 [ 104 02 Bl st a i St Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan|dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan|  Arsip
Y ) P Keabsahan Arsip Penjaminan Keabsahan Arsip
5 o4 | 03 | 103 Psncarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan
Hilang
2 | 2 | o3 | 1og| of [Pevleisn dan Penetapan Autentistas Arsip|Terldksananya Penilsian dan Penetapan ‘[')‘.l‘nmf:h] D“‘;ﬁ““&“ﬁ:;;:“;cmﬁn e
: Statis yang Dinyatakan Hilang Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang pcn)clapan 6 P
2 | 24 | 03 | 105 | gy [Breluasi dan Penctapan Hasil Alih Media yang|Terlaksananya Evaluasi dan Penctapan Hasil j“ml;h ?“ﬁ“’ l;‘“l’lp M’:’; dDi‘"“k“ka‘E)_Pm‘f;:“ -
: dinyatakan Hilang Alih Media yang Dinyatakan Hilang H‘.‘ﬂ‘;n;m i ek bt
5 oa | 03 | 105! o3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian|Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman|Jumlsh Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Arsi
. Arsip (DPA) Daftar Pencarian Arsip (DPA) Dilakukan Penetapan dan Pengumuman P
2 24 | 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Pelayanan lzin Penggunaan Arsip yang Bersifat
2 % oF | 4 Tertutup di Daerah Provinsi
9 24 | 04 | 1011 ot Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan|Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP|Jumlsh SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat SOP
: Arsip yang Bersifat Tertutup Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Tertutup yang Disusun dan ditetapkan
Penyediaan Daflar dan DPenetspan luin|Telaksananys Penyediaan Daftar dan Penstapan|- . Daftar Arsp Hasl Penyediaan dan :
2 24 | 04 |101] 02 : . : ‘ : Penetapan lzin Penggunaan Arsip yang Bersifat|  Arsip
Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Tertutup
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Kabupaten/Kota
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah
2 24 02 | 2.01 Kabtpates /Kot
2 24 02 | 201 | 01 |Penciptasn dan Penggunaan Arsip Dinamis Tc.rkclc?lanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip JL}mlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan fogas
Dinamis Digunakan
9 04 02 | 201 | 02 |Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Tcrl.cclol.anya’ Pemeliharaan dan Penyusutan Jumla.h Naskah Dinas yang Dilakukan Berkas
Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan
2 04 02 | 201 | 03 Pengawasan  Arsip Dinamis  Kewenangan(Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis[Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip L
; Kabupaten /Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota P
2 24 02 | 202 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten /Kota
; " . |Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian|Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip
2 | 24 | 02 | 202 | o1 [Pevgusmpulan dan Penyampaian Salinan Otentikle . otantik Naskah Aski Arsip Terjaga kepada|Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampedksn|  Arsip
Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
ANRI kepada ANRI
2 04 0 | 202 | 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip|Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi|Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Arsi
‘ Statis dan Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis P
Pengelolaan  Simpul  Jaringan  Informasi
% # % [ Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan|Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan|Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses
2 24 02 | 203 | 01 |Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota|Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota|dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah| Pengguna
Melalui JIKN Melalui JIKN Kabupaten/Kota Melalui JIKN
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Lanjutan...
: 2 : Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit{Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas
2 24 02 | 203 | 02 Perlherdaysas ; Kepasitas Unic, Keace'pin - dan Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah|Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Laporan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota Kabupaten/Kota
2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah
2 24 03 | 2.01 Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi
di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
Penilaian,  Penetapan  dan  Pelaksanaan|Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan g:::;h n";:? Pc)l:knsganaf::al;:rl:;: ch:ﬂ:::xiu,
2 24 03 | 201 | 01 |Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di|Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki o h‘: ilili Retensi di Bawah 10 (Se ulul'g Arsip
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun }lﬁahin e P
0 24 03 | 201 | 02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki|Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki|Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 B
i Retensi di Bawah 10 Tahun Retensi Di Bawah 10 Tahun Tahun yang Dimusnahkan
o 24 03 | 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat
' Bencana yang Berskala Kabupaten /Kota
» q . : Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi,
2 | 24 | 0a | 202 | 01 |Evaluasi dan Identificasi Arsip Alibat Bencana | - acsananya Evakuasi, [dentifkasi, Pemulihan);,  cor0i pemulihan dan Penyimpanan Alibat|  Assip
dan Penyimpanan Akibat Bencana Recon
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat|Terlaksananya Pemulthan dan Penyimpanan|Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan z
2 24 03 | 202 | 02 . 3 z ; Arsip
Bencana Arsip Akibat Bencama Penvimpanan Akibat Bencana
Penyelamatan  Arsip  Perangkat  Daerah
2 24 03 | 203 Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau
’ Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan
dan Desa/Kelurahan
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian|Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan|Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan,
2 24 03 | 203 | o1 serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi|Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan|Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan B
, Penggabungan Perangkat Daerah|Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerahlatau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan| ., - S
Kabupaten/Kota Kabupaten /Kota Perangkat Daerah Kabupaten/Kota '~ HValg Winao
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Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Tcrlfclf)lanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan|Jumlah Arsip yang Dﬂakukan‘ ‘Pcndataan,
Z .|Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan|Penyusunan Daftar dan Penilaian serta .
2 24 03 2.03 | 02 |serta Penyershan atau Pemusnahan Arsip bagi z 4 ; § Arsip
DEANTY Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah|Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Kabupaten /Kota Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten /Kota
2 24 03 203 | 03 Pendampingan  Penyelamatan  Arsip  bagi|Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan g:n Ak inD&;ftar Pc:r:l.l:mat:':n 8 Fon u::rf e,
’ Pemekaran Daerah Kecamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan AT b P & P
Pemekaran Daerah Kecamatan
9 24 03 203 | o4 Pendampingan  Penyelamatan  Arsip  bagi|Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan g::;l:; inDaftar Pcri\r:l.l:mat::n 8 P utl:n. e
’ Pemekaran Desa/Kelurahan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan FEOATE y P & P
Pemekaran Desa/Kelurahan
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih
2 24 02 204 Media Kabupaten/Kota
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Tcrkt:kfla'nya Pc1tulamn da.n Penetapan|Jumlah Daftar' }?utcnnsxtas Arsip . Sesuai ‘
2 24 03 204 | 01 S e i gl S bRl R Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan|Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Arsip
Caba ek 4 ki P Penjaminan Keabsahan Arsip Dinilai dan Ditetapkan
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai TcrkFlolanya ch?ﬂalan dan Penetapan Hgsxl .Ahh Jumlah Daftar Ars-;xp yang Dxlakul'can Penilaian .
2 24 03 2.04 | 02 et Pt Rialeatins Aie Media Sesuai Persyaratan Penjaminan|dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Arsip
o e P Keabsahan Arsip Penjaminan Keabsahan Arsip
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang
2 24 03 2.05 Dinyatakan Hilang
2 24 03 205 | o1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis|Terlaksananya  Penilaian dan  Penetapan|Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang i
: yang Dinyatakan Hilang Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang (Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan P
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang|Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih hlah; Dafel Ars.Ip - b D.xlakukan 'Pcmlamn %
2 24 03 205 | 02 S : 2 : : dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Arsip
Dinyatakan Hilang Media yang Dinyatakan Hilang Hilang
2 24 03 205 | 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian|Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman|Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang e
: Arsip (DPA) Daftar Pencarian Arsip (DPA) Dilakukan Penetapan dan Pengpumuman P
2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Pelayanan lzin Penggunaan Arsip yang Bersifat
2 24 04 201 Tertutup di Kabupaten/Kota '
2 24 04 201 o1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan|Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP|Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat SOP
: Arsip yang Bersifat Tertutup Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan
2 2 : Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan
Penyediaan  Daftar dan Penetapan Izin|Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan 2 5 > :
4 4 04 A0 o2 Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup ?::::::):n lzin:Peaggunanac sy yang: Beostat S




TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN ARSIP DAERAH

o

1)
2)

3)
4)
5)

GUBERNUR dan BUPATI/WALIKOTA

a. menyusun dan menetapkan kebijakan daerah yang mendukungTertib
Arsip;

b. Mensinkronkan target pembangunan daerah dengan pembangunan

nasional melalui dukungan program kegiatan;

Penguatan sarana prasarana penyelenggaraan kearsipan didaerah;

d. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dengan pada
perangkat daerah provinsi dan pada Kabupaten/Kota dalam:

penyusunan atau penyempurnaan kebijakan kearsipan;

optimalisasi tugas dan fungsi lembaga kearsipan dan unit kearsipan
pada tiap perangkat daerah;

peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis;

penyusunan daftar arsip bagi tiap perangkat daerah;

pembangunan depot arsip pada lembaga kearsipan dan
standardisasi prasarana dan sarana kearsipan pada tiap perangkat
daerah.
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EVALUASI HASIL PENGAWASAN
2023 &
RENCANA PENGAWASAN 2025

Zita Asih Suprastiwi

Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan

@%%

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE




N b= HARI

5 SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN My rearsean
A KEARSIPAN 5 TAHUNAN H o mmatmne
”» Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 R
°¢ [Periode 2016-2020] [Periode 2021-2024]

6* Sasaran: Sasaran:

O Terwujudnya Tertib Kebijakan Terwujudnya Tertib Pengelolaan Arsip

Indikator Keberhasilan Capaian:
Penetapan Kebijakan

N

0") V¥ 0‘9) OQ

Indikator Keberhasilan Capaian:
Ketersediaan arsip aktif pada Unit
Pengolah, arsip inaktif pada Unit
Kearsipan, dan

arsip statis pada Lembaga Kearsipan.

Komponen Penilaian:
Pemenuhan

Komponen Penilaian:
Pemenuhan
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PERMENPAN RB NOMOR g9 TAHUN 2023

Diukur dengan NHP Kearsipan

PERMENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2023 Diukur dengan APAE (melebur dalam ASKE)

Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital

Tersedianya kebijakan arsip digital
Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan arsip digital

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE
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OBJEK PENGAWASAN TAHUN 2023

H m HARI
KEARSIPAN
: KE-S3
’. SUSTAINABLE ARCHIVING
[ ] FOR THE BEST FUTURE

PUSAT PEMERINTAH DAERAH
2023 LTN, LNS KABUPATEN/

KEMENTERIAN LPNK LPP PTN PROVINSI KOTA
JUMLAH 34 22 30 10 34 301 opini dari 508
JENIS Eksternal dan Internal
METODE Audit
PROSES Daring Daring Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid

*
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CATPAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN K7L

2020-2024

Ty

*

Sangat Memuaskan 22 16 18 34
Memuaskan 21 21 20 20
Sangat Baik 21 22 23 18
Baik 12 15 15 9
Cukup 6 7 2 2
Kurang 5 8 1 1
Sangat Kurang 1 2 0] 0
Tidak Diberikan Kategori 0 0 0 2

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE



VISUALISASI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN My Eareran

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN 2023

- Berpredikat minimal “Baik” - Belum berpredikat minimal “Baik”
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CATPAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMDA

PROVINSI 2020-2024

KATEGORI 2020 2021 2022 2023
Sangat Memuaskan 1 3 5 6
Memuaskan 5 3 2 4
Sangat Baik 7 6 §) 10
Baik 6 7 12 8
Cukup 6 5 2 0
Kurang 5 7 6 5
Sangat Kurang 4 3 1 0
Tidak Diberikan Kategori 0 0 0 1

e

|

k.

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
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CAPAIAN PENGAWASAN KEARSIPAN PEMDA

KABUPATEN/KOTA 2020-2024

gl

|

Kategori

KATEGORI 2020 2021 2022 2023
Sangat Memuaskan 26 3 §) 12
Memuaskan 44 7 25 47
Sangat Baik 71 21 45 62
Baik 61 45 58 59
Cukup 66 45 42 42
Kurang 110 104 81 66
Sangat Kurang 121 139 165 13
Tidak Diberikan Opini dan/atau 9 144 36 207

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
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PERSENTASE OBJEK PENGAWASAN DENGAN NILAI "'H"h KEARSIPAN
k.

MINIMAL BAIK 2020-2023

100%

80%

60%

40%

20%

0%

SUSTAINABLE ARCHIVING

81% ~—82%
/
58%
56%
35%
26%
2020 2023 2022 2023

==PUSAT ==PROVINS| =~KABUPATEN/KOTA
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CAPAIAN TERTIB ARSIP BERDASARKAN HASIL
PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

90
85
8o
75
70
65
6o
55
50

L_I"b

80.83

i 69.26
/—
62.81 63.23 6146
2021 2022 2023
= PUSAT =PROVINSI KABUPATEN/KOTA -

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
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CAPAIAN INDEKS PENGELOLAAN ARSIP

Indeks pengelolaan arsip diperoleh dari penjumlahan dari
pengawasan kearsipan pada kementerian/lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota.

H m HARI
KEARSIPAN
: KE-S3
r. SUSTAINABLE ARCHIVING
e FOR THE BEST FUTURE

rata-rata nilai hasil

Hasil indeks pengelolaan arsip tahun 2022 adalah 61.13 dengan kategori B (Baik),
sedangkan pada tahun 2023 adalah 71.00 atau kategori BB (Sangat Baik)

No Cluster Nilai Rata-rata 2022 Nilai Rata-rata 2023 Perubahan
1. | Kementerian/Lembaga 77.02 82,14 512
2. | Provinsi 65,82 71,05 5.23
3. | Kabupaten/Kota 40,55 59,8 10.25
Indeks 61.13 (Baik) 71,00 (Sangat Baik) 90.87
AN
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INDEKS TINGKAT DIGITALISASI ARSIP

PADA PENILAIAN RB GENERAL

Indeks tingkat digitalisasi arsip merupakan salah satu indikator dalam penilaian
reformasi birokrasi yang dipergunakan dalam mengukur tingkat pengelolaan arsip

secara digital pada K/L/D.
No Objek Pengawasan Rata-rata
1 Kementerian/Lembaga 81,76
2. Provinsi 74,02
3. Kabupaten/Kota 42,57
Indeks 66.12

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE



H HARI
ISU PENTING PENGAWASAN TAHUN 2024 Hrb KEARSIPAN
(e mremwessmmee

Berorientasi pada hasil
dan manfaat

Penguatan pengawasan
internal pada unit

Int i nilai
ntegrasi nitai pengolah

pengawasan kearsipan
yaitu nilai eksternal
60% dan nilai internal
40%

Arah dan Capaian 2024:
*Upaya percepatan
capaian minimal Baik
* capaian tertib arsip,
transformasi digital,

Hasil pengawasan
berkorelasi dengan
capaian program

prioritas (tema memori kolektif bangsa

binwas) *Pengawasan
Penegakan Perat
Per-UU-an

(/‘9) 9&) 64’) '90) \ R4 90) 0‘9) 00)



V. OV PV IVIVIVIVIVY

HARI
DAMPAK PENGAWASAN YANG BERISIKO PENGENAAN SANKSI rh KEARSIPAN

KE-S3
SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE

Pasal 48: Wajib memiliki JRA

Hasil pengawasan kearsipan menggambarkan ketersediaan JRA pada K/L
Pusat dan Pemda Provinsi, namun masih terdapat 11 instansi pusat yang
belum memiliki. Sedangkan pada Pemda Provinsi masih terdapat 3 provinsi
yang belum memiliki JRA Substantif dan 2 provinsi yang belum memiliki JRA
Fasilitatif.

KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KETERSEDIAAN KEBIJAKAN

L

|

6
+\®o
S

JUMLAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

)

11
7
) Q I w
\s N & D
?‘(( ?‘6 N 0\}
&

SKKAD JRAFAS JRASUB PROGRAM ARSIP VITAL ORGANISASI

[l ADA TIDAK B reunmeneseian [ BeLUM MENETAPKAN




Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27 Lembaga Kearsipan wajib
melaksanakan pengelolaan arsip statis

Hasil pengawasan kearsipan menunjukkan pada tahun 2021 hanya
3% Provinsi yang melaksanakan pengelolaan arsip statisnya.. Pada
tahun 2022 naik menjadi 12% dan kembali mengalami kenaikan di
tahun 2023 sebesar 21%.
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H rb
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HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE
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HARI
L lb KEARSIPAN
E : KE-53
Pasal 60: Wajib membuat Daftar Pencarian Arsip '8 ronmase R
Hasil pengawasan kearsipan menggambarkan bahwa 9 provinsi belum
menyusun DPA.

PENGUMUMAN DPA

9 (26,5%)

13 (38,2%)

@® BELUM/MERENCANAKAN TIDAK MENGGUNAKAN MEDIA MASSA
MENGGUNAKAN MEDIA MASSA



V. OV PV IVIVIVIVIVY

Pasal 56: Program arsip vital rh ue::!SIPAN

Hasil pengawasan kearsipan pada K/L Pusat menggambarkan 7 H
instansi belum menetapkan program arsip vital dan 13 Provinsi
belum menetapkan program arsip vital.

Pasal 40: penetapan 4 kebijakan pokok
Hasil pengawasan kearsipan menggambarkan 4 kebijakan pokok
kearsipan sebagian besar telah tersedia dengan detail sebagai berikut:

KETERSEDIAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI KETERSEDIAAN KEBIJAKAN

L

JUMLAH KEMENTERIAN/LEMBAGA

%
&

j°j
Q9 S
ks XS
o R

S S

Li

SKKAD JRAFAS JRASUB

[l ADA TIDAK B reunmenerseian [ BeLUM MENETAPKAN

KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE

PROGRAM ARSIP VITAL ORGANISASI
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Pasal 43: Pelaporan dan penyerahan arsip terjaga
Hasil pengawasan kearsipan pada menunjukkan 13 pemerintah provinsi
yang telah mengelola hingga menyerahkan salinan autentik arsip

terjaganya ke ANRI. Kemudian 31 dari 81 instansi pusat telah mengelola
hingga menyerahkan salinan autentik arsip terjaganya ke ANRI

Pusat Pemda Provinsi

HARI
KEARSIPAN
KE-S3

SUSTAINABLE ARCHIVING
FOR THE BEST FUTURE
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DAMPAK STRATEGIS H B T

@" Hilangnya ketersediaan arsip bernilai guna sejarah untuk generasi mendatang,
sejarah daerah dan memori kolektif bangsa.

@ Kehilangan aset negara, serta terganggunya operasional organisasi

@ Tidak terlaksananya pelayanan publik dengan optimal

@ ketidaksediaan bukti akuntabilitas dan hilangnya alat bukti

Hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan sebagai entry meeting dari
salah satu manajemen risiko

*



'50 PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  H My  {&ioea

Y (POTENSI PENGENAAN SANKSI PIDANA) L p e
<. | .
0s ¢ Pasal 81: Menguasai arsip milik negara
0 ) Lembaga Kearsipan Menyusun Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2.

=~ Pasal 82: menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak
©@)  k/LpPemda menetapkan SKKAAD

Pasal 83: dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip
\@) negara yang terjaga untuk kepentingan negara
K/L Pemda melaksanakan identifikasi, memberkaskan, dan melaporkan arsip terjaga

Pasal 85: sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
K/L Pemda menetapkan SKKAAD

—~¢ Pasal 86: sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur
€ K/L Pemda menetapkan JRA dan Prosedur pemusnahan arsip

VpP VP V9 Ud U9
Q)



- HARI
5 PENGAWASAN PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  H Iy KEARSIPAN
V" (POTENSI PENGENAAN SANKSI PIDANA) = [ .

43

9 <@

Pasal 87: memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna
kesejarahan kepada pihak lain di luar

Lembaga kearsipan melaksanakan monitoring dan identifikasi Arsip Statis,
Menyusun Daftar Pencarian Arsip (DPA)

@,

9") 9‘9

4

4

dengan anggaran negara
K/L Pemda, PTN, BUMN melaksanakan program arsip vital

@ Pasal 88 tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai

)O")O P

:
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TANTANGAN BERSAMA

01

Komitmen dan
kepemimpinan

02

04

Pemahaman dalam
merumuskan program
kearsipan

H m HARI
KEARSIPAN
: KE-S3
b. SUSTAINABLE ARCHIVING
o FOR THE BEST FUTURE

03

Objek pengawasan yang
pasif

05

Kualitas dan kuantitas
Arsiparis/SDM kearsipan
yang terbatas

Pendanaan

06

Koordinasi
dan sinergi




KEARSIPAN
KE-S3
SUSTAINABLE ARCHIVING

HARI
[ ] FOR THE BEST FUTURE
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KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA

DALAM UU NO 43 TAHUN 2009

No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
1. |22 (4) | Arsip daerah provinsi | Jika pejabat dan/atau

wajib melaksanakan | pelaksana tidak

pengelolaan arsip melaksanakan atau Berdasarkan hasil

statis yang diterima | melanggar dapat pengawasan kearsipan,

dari: dikenakan sanksi kegiatan pengelolaan

a. satuan kerja berdasarkan Pasal 78 arsip statis yang tidak
perangkat daerah | UU No. 43 Tahun 2009: | dilakukan sesuai
provinsi dan 1. Sanksi administratif | etentuan oleh lembaga
penyelenggara berupa teguran kearsipan daerah akan
pemerintahan tertulis. berdampak pada
daerah provinsi; . 2. Apabila selama. 6 ketersediaan arsip

b. lembaga negara di (enam) bulan tidak bernilai guna sejarah
daerah provinsi melakukan . .

. ) yang dilestarikan dengan
dan perbaikan, pejabat baik untuk generasi
kabupaten/kota; dan/atau pelaksana ark tntdc ger

c. perusahaan; dikenai sanksi mgndatang, hilangnya
d. organisasi politik; administratif berupa sejarah daerah dan
g p ; p . .
e. organisasi penundaan memori kolektif bangsa.
kemasyarakatan; kenaikan gaji
dan berkala untuk
f. perseorangan. paling lama 1 (satu)
tahun.
3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaaan
kenaikan pangkat
untuk paling lama 1
(satu) tahun.
2. |24 (4) | Arsip daerah Jika pejabat dan/atau

kabupaten/kota

wajib melaksanakan

pengelolaan arsip
statis yang diterima
dari:

a. satuan kerja
perangkat daerah
kabupaten/kota
dan penyelenggara
pemerintahan
daerah
kabupaten/kota;

b. desa atau yang
disebut dengan
nama lain;

c. perusahaan;

pelaksana tidak

melaksanakan atau

melanggar dapat
dikenakan sanksi

berdasarkan Pasal 78

UU No. 43 Tahun 2009:

1. Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

2. Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa




No.

Ketentuan

Sanksi

Data & Abstraksi

d. organisasi politik;

e. organisasi
kemasyarakatan;
dan

f. perseorangan

penundaan
kenaikan gaji
berkala untuk
paling lama 1 (satu)
tahun

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat

dan/atau pelaksana

dikenai sanksi

administratif berupa

penundaaan
kenaikan pangkat

untuk paling lama 1

(satu) tahun.

27 (4)

Arsip perguruan

tinggi

wajib melaksanakan

pengelolaan arsip

statis yang diterima
dari:

a. satuan kerja di
lingkungan
perguruan tinggi;
dan

b. civitas akademika
di lingkungan
perguruan tinggi.

Jika pejabat dan/atau

pelaksana tidak
melaksanakan atau
melanggar dapat
dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 78
UU No. 43 Tahun 2009:

1.

Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaan
kenaikan gaji
berkala untuk
paling lama 1 (satu)
tahun

Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaaan
kenaikan pangkat
untuk paling lama 1
(satu) tahun.

ini khusus PTN

48 (1)

Lembaga negara,
pemerintahan
daerah,

Jika pejabat dan/atau
pelaksana tidak
melaksanakan atau

Pemprov
JRA Fasilitatif:
32/34




No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
perguruan tinggi melanggar dapat JRA Substantif:
negeri, serta BUMN dikenakan sanksi 31/34
dan/atau BUMD berdasarkan Pasal 78
wajib memiliki JRA. | UU No. 43 Tahun 2009: | K/L

1. Sanksi administratif | JRA Fasilitatif:
berupa teguran 82/86
tertulis. JRA Substantif:
2. Apabila selama 6 79/86
(enam) bulan tidak 34
melakukan Kondisi dari hasil
perbaikan, pejabat pengawasan kearsipan
dan/atau pelaksana | menggambarkan belum
dikenai sanksi seluruhnnya memiliki
administratif berupa | jadwal retensi arsip.
penupdaan . Dampak yang akan
kenaikan gaji timbul dari kondisi ini
berkala untuk yaitu;
paling lama 1 (satu) 1.Ketidakpastian hukum
tahur?. dalam melakukan
3. Apabila selama 6 penyusutan arsip
(enam) bulan 2.pemusnahan arsip
berikutnya tidak N :
melakukan tidak §esua| prosgdur
. . 3. Kehilangan arsip
perbaikan, pejabat . ;
dan/atau pelaksana bernilai guna sejarah
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaaan
kenaikan pangkat
untuk paling lama 1
(satu) tahun.
5. |60 (3) | Lembaga kearsipan Pejabat/pelaksana yang | Membuat: 22/34

wajib membuat DPA
yang

meliputi arsip yang
telah diverifikasi
secara langsung
maupun tidak
langsung dan
mengumumkannya
kepada

publik.

tidak melaksanakan

atau melanggar dapat

dikenakan sanksi

berdasarkan Pasal 78

UU No. 43 Tahun 2009:

1. Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

2. Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaan
kenaikan gaji
berkala untuk
paling lama 1 (satu)
tahun

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak

Belum: 12/,




No.

Ketentuan

Sanksi

Data & Abstraksi

melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penundaaan
kenaikan pangkat
untuk paling lama 1
(satu) tahun.

56(1)

Lembaga negara,
pemerintahan
daerah, perguruan
tinggi negeri, serta
BUMN dan/atau
BUMD wajib
membuat program
arsip vital.

Pejabat dan/atau
pelaksana yang tidak
melaksanakan atau
melanggar dapat
dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 79
UU No. 43 Tahun 2009:
1. sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

2. Apabila selama 6
(enam)bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan gaji
sebesar satu kali
kenaikan gaji
berkala untuk
paling lama 1 (satu)
tahun.

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan pangkat
pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lamal (satu) tahun.

Berdasarkan hasil
pengawasan kearsipan,
sebagian belum memiliki
program arsip vital.
Ketidakpastian dalam
mengelola arsip vital
yang dapat berakibat
kehilangan aset negara,

64 (1)

Lembaga kearsipan
wajib menjamin
kemudahan akses
arsip statis
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 59 ayat (2)
huruf d bagi

Pejabat dan/atau
pelaksana yang tidak
melaksanakan atau
melanggar dapat
dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 79
UU No. 43 Tahun 2009:




No.

Ketentuan

Sanksi

Data & Abstraksi

kepentingan
pengguna arsip.

sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

Apabila selama 6
(enam)bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan gaji
sebesar satu kali
kenaikan gaji
berkala untuk
paling lama 1 (satu)
tahun.

Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan pangkat
pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lamal (satu) tahun.

40 (4)

Untuk mendukung
pengelolaan arsip
dinamis

yang efektif dan
efisien pencipta arsip
membuat

tata naskah dinas,
klasifikasi arsip,
jadwal

retensi arsip, serta
sistem klasifikasi
keamanan

dan akses arsip.

Pejabat, pimpinan
instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 80
UU No. 43 Tahun 2009:

1.

Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan pangkat
pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun.
Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak




No.

Ketentuan

Sanksi

Data & Abstraksi

melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
pembebasan dari
jabatan.

42(1)

Pencipta arsip wajib
menyediakan arsip
dinamis bagi
kepentingan
pengguna arsip yang
berhak.

Pejabat, pimpinan
instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 80
UU No. 43 Tahun 2009:
1. Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

2. Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan pangkat
pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun.

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
pembebasan dari
jabatan.

akan berdampak

10.

43(1)

Pejabat yang
bertanggung jawab
dalam kegiatan
kependudukan,
kewilayahan,
kepulauan,
perbatasan,
perjanjian
internasional,
kontrak karya, dan
masalah

Pejabat, pimpinan
instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 80
UU No. 43 Tahun 2009:
1. Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.




No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
pemerintahan yang 2. Apabila selama 6
strategis (enam) bulan tidak
sebagaimana melakukan
dimaksud dalam perbaikan, pejabat,
Pasal 34 ayat (2) pimpinan instansi
wajib dan/atau pelaksana
memberkaskan dan dikenai sanksi
melaporkan administratif berupa
arsipnya penurunan pangkat
kepada ANRI. pada pangkat yang

setingkat lebih
rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun.

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
pembebasan dari
jabatan.

11. | 43(2) | Pemberkasan dan Pejabat, pimpinan

pelaporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan
paling lama 1 (satu)
tahun sejak

terjadinya kegiatan.

instansi dan/atau

pelaksana yang

melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi

berdasarkan Pasal 80

UU No. 43 Tahun 2009:

1. Sanksi administratif
berupa teguran
tertulis.

2. Apabila selama 6
(enam) bulan tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
penurunan pangkat
pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun.

3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi




No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
administratif berupa
pembebasan dari
jabatan.

12. [ 43(3) | Arsip yang tercipta Pejabat, pimpinan

pada lembaga instansi dan/atau
negara, pelaksana yang
pemerintahan melanggar ketentuan
daerah, dan dapat dikenakan sanksi
perguruan tinggi berdasarkan Pasal 80
negeri yang UU No. 43 Tahun 2009:
berkaitan dengan 1. Sanksi administratif
kegiatan berupa teguran
sebagaimana tertulis.
dimaksud dalam 2. Apabila selama 6
Pasal 34 ayat (enam) bulan tidak
(2)wajib diserahkan melakukan
kepada ANRI dalam perbaikan, pejabat,
bentuk salinan pimpinan instansi
autentik dari naskah dan/atau pelaksana
asli paling lamal dikenai sanksi
(satu) tahun setelah administratif berupa
dilakukan pelaporan penurunan pangkat
kepada ANRI. pada pangkat yang
setingkat lebih
rendah untuk paling
lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila selama 6
(enam) bulan
berikutnya tidak
melakukan
perbaikan, pejabat,
pimpinan instansi
dan/atau pelaksana
dikenai sanksi
administratif berupa
pembebasan dari
jabatan.

13. [ 33 Setiap orang yang Pejabat, pimpinan
dengan sengaja instansi dan/atau
menguasai/memilik | pelaksana yang
i arsip negara untuk | melanggar ketentuan
kepentingan sendiri | dapat dikenakan sanksi
atau orang lain yang | berdasarkan Pasal 81
tidak berhak UU No. 43 Tahun 2009:

Pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak
Rp.250.000.000,00

14. [ 42 (1) | Setiap orang yang Pejabat, pimpinan

dengan sengaja
menyediakan arsip
dinamis kepada

instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan




No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
pengguna arsip yang | dapat dikenakan sanksi
tidak berhak berdasarkan Pasal 82
UU No. 43 Tahun 2009:
Pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak
Rp.125.000.000,00
15. | 42 (3) | Setiap orang yang Pejabat, pimpinan
dengan sengaja tidak [ instansi dan/atau
menjaga keutuhan, | pelaksana yang
keamanan dan melanggar ketentuan
keselamatan arsip dapat dikenakan sanksi
negara yang terjaga | berdasarkan Pasal 83
untuk kepentingan | UU No. 43 Tahun 2009:
negara Pidana penjara paling
lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak
Rp.25.000.000,00
16 | 43 (1) | Pejabat yang dengan | Pejabat, pimpinan
sengaja tidak instansi dan/atau
melaksanakan pelaksana yang
pemberkasan arsip | melanggar ketentuan
terjaga dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 84
UU No. 43 Tahun 2009:
Pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling
banyak
Rp.500.000.000,00
17. | 44 (2) | Setiap orang yang Pejabat, pimpinan
dengan sengaja tidak [ instansi dan/atau
menjaga pelaksana yang
kerahasiaan arsip melanggar ketentuan
tertutup dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 85
UU No. 43 Tahun 2009:
Pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak
Rp.250.000.000,00
18 | 51 (2) | Setiap orang yang Pejabat, pimpinan

dengan sengaja
memusnahkan arsip
di luar prosedur
yang benar

instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 86
UU No. 43 Tahun 2009:
Pidana Penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling
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No. Ketentuan Sanksi Data & Abstraksi
banyak
Rp.500.000.000,00
19. [ 53 Setiap orang yang Pejabat, pimpinan
memperjualbelikan | instansi dan/atau
atau menyerahkan pelaksana yang
arsip yang memiliki melanggar ketentuan
nilai guna dapat dikenakan sanksi
kesejarahan kepada | berdasarkan Pasal 87
pihak lain di luar UU No. 43 Tahun 2009:
yang telah Pidana penjara paling
ditentukan lama 10 (sepuluh) tahun
dan denda paling
banyak
Rp.500.000.000,00
20. | 58 (3) | Pihak ketiga yang Pejabat, pimpinan

tidak menyerahkan
arsip yang tercipta
dari kegiatan yang
dibiayai dengan
anggaran negara

instansi dan/atau
pelaksana yang
melanggar ketentuan
dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 88
UU No. 43 Tahun 2009:
Pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak
Rp.250.000.000,00
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KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL

KEARSIPAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

2.

3.

Kebutuhan praktis administrasi dan
menajemen

Kebutuhan kesinambungan ilmu
pengetahuan

Kebutuhan pemajuan kebudayaan

Akuntabel
Transparan

s INERN
Berkualitas

pusat

Memori f . Instansi
ransformasi Derah

Kolektif Kearsipan
Bangsa Digital



Upaya untuk peningkatan kesadaran Lembaga negara
dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan melalui

aspek :

Kebijakan

Meliputi kewajiban
penetapan kebijakan
pengelolaan arsip dinamis

Prasarana dan Sarana

merupakan  Langkah  efisiensi dan
efektivitas dalam penyediaan,
penggunaan dan pemeliharaan
prasarana dan sarana kearsipan sesudai
dengan volume arsip dan kegunaannya

2

Organisasi

Meliputi ketersediaan unit
kearsipan dan sentral arsip
aktif

Pengelolaan Arsip

meliputi:

a. pembuatan daftar arsip dinamis; b.
pelaporan dan penyerahan salinan
autentik arsip terjaga; c. pelaksanaan
penyusutan  arsip  sesuai  dengan
prosedur; dan

d. menjadi simpul JIKN

3
SDM

meliputi ketersedioan arsiparis setiap
eselon Il paling sedikit satu pada tiap
lembaga negara

meliputi ketersedioan arsiparis setiap
eselon Il paling sedikit satu pada tiap
penyelenggara pemerintah daerah

Pendanaan

Meliputi program pengalokasian
anggaran dalam menunjang
perwujudan tertib kemijakan kearsipan,
tertib organisasi kebijokan kearsipan,
tertib organisasi kearsipan, tertio SDM
kearsipan, tertib pengelolaan arsip
berdasarkan prioritas tahunan




KILAS TERTIB ARSIP
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN




KONDISI AWAL PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

TAHUN 2017

Kearsipan BPOM berawal

dari pengelolaan yang

belum optimal, masih

terdapat arsip menumpuk . : — mll. R

dan belum seluruhnya ~ , o = S T\ . Kualitas pengelolaan arsip

tertata. : ) , N L P, - di BPOM pada Tahun 2017
‘ & ‘ adalah

72,51 (Cukup)
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PENCANGAN GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

BADAN POM

KOMITMEN
MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR TERTIB ARSIP.
2. MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

3. MEWUJUDKAN TERTIB ARSIP SEBAGAI PROGRAM PRIORITAS YANG BERKELANJUTAN.
4. MELAKSANAKAN PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN ARSIP.
5. KESAMAAN DAN KETERIKATAN SELURUH PEGAWAI PADA UNIT KERJA TERHADAP NILAI GUNA

DAN MANFAAT ARSIP.

JAKARTA, 25 MARET 2019

enny K Lukito, MCP

Pencanangan GNSTA BPOM dilaksanakan pada Tanggal 25
Maret 2019 dihadiri oleh Kepala ANRI, Sestama ANRI dan
Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi

Pratama dan Kepala UPT di Seluruh Indonesia di Hotel
Borobudur Jakarta




PROFIL KEARSIPAN DI BADAN POM

PERMASALAHAN

Kualitas pengelolaan
arsip di Badan POM
pada Tahun 2017
adalah 72,51 (Cukup)

pengelolaan yang
masih belum optimal,
arsip menumpuk dan
belum seluruhnya
tertata.

Keterbatasan sarana dan
prasarana kearsipan

Keterbatasan SDM
Arsiparis secara
kuantitas dan kualitas

kesadaran unit kerja tentang
arsip masih rendah sehingga

terjadi penyalahgunaan dalam

- Transformasi Digital

pengelolaan arsip yaitu naskah . Pengawasan Kearsipan Internal
d!nas raha5|§ sampai kepada ke 28 UP yang menjadi
Bihaksyangftidadibeniak tanggung jawab UK | dan 19 UK

[l —_
Pemenuhan Instrumen
Kearsipan

- Pendaftaran Sebagai Simpul
Jaringan (SIKN JIKN)

Permohonan usulan formasi
arsiparis ke Kemenpan dan RB

dan Badan POM mendapatkan
' 40 formasi Arsiparis untuk

penerimaan CPNS tahun 2018

Pemberian Bimbingan Teknis
dan asistensi/ pendampingan
dalam pengelolaan arsip melalui

pra pengawasan kearsipan UPAYA
PENINGKATAN

KUALITAS

Penata laksanaan arsip di Unit Kerja
Badan POM melalui penerbitan
Surat Edaran Sestama tentang
Penatalaksanaan Kearsipan




PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI BPOM

2020-2021
dan kualitas SDM Menjadi LPNK
Kearsipan .
* Internalisasi hasil 2022 Rujukan dalam
Fen?awastan-kgggépan Penyempurnaan Penyelenggaraan
* Implementasi Instrumen Kearsipan i
Kearsipan melalui Penyusunan Grar?d KearS|pan_ yang
SIKD - Design Kearsipan 2022 - berkualitas
« Penetapan indikator . . 2024
kinerja kearsipan bagi Percepatan transformasi

Pimpinan Unit Kerja diai ,
: gital melalui
2017-2019 sebagai learn and Implementasi SRIKANDI
growth process

(sebagai direktif

penugasan dari
Sestama) ‘

* Penataan Organisasi
Kearsipan

* Pemenuhan Instrumen
Kebijakan Kearsipan

* Optimalisasi
Pembinaan Kearsipan

* Pencanangan Gerakan ‘
Nasional Sadar dan
Tertib Arsip



IMPLEMENTASI
GNSTA




TERTIB KEBIJAKAN

INSTRUMEN POKOK INSTRUMEN LAIN

1 Tata Naskah Dinas 1 Kebijakan Pengelolaan Kearsipan
2. Klasifikasi Arsip 2. Arsip Vital di Lingkungan BPOM
3. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip 3. Pengelolaan Arsip Elektronik
Dinamis 4, Pedoman Pengelolaan Arsip Media Baru
4, Jadwal Retensi Arsip 5

Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di
lingkungan BPOM

6. Grand Design Pengelolaan Arsip




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN

TERDIRI DARI:

C)

‘\

‘ BALAI ’

39 UK

156 UP

34 UK

170 UP

42 UK

210 UP

34 UK

136 UP

UNIT KEARSIPAN

Tugas
1. Merancang pedoman dan sistem pengelolaan arsip dinamis
2. Melaksanakan pembinaan sistem pengelolaan arsip dinamis secara menyeluruh
3. Melakukan penyimpanan arsip inaktif
4. Melakukan koordinasi dengan LKPD terkait penyimpanan arsip inaktif yang
berketerangan permanen
5. Melakukan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan
6. Melakukan layanan peminjaman arsip inaktif
7. Melakukan Pengolahan dan Penyajian Arsip Inaktif menjadi Informasi
8. Melakukan pemeliharaan dan perawatan arsip inaktif;
9. Melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya dan
berketerangan musnah
10. Melakukan penyerahan arsip BPOM yang memiliki nilai kesejarahan dan nilai
kepentingan nasional
1. Melakukan koordinasi dalam pembuatan daftar, pemberkasan dan pelaporan serta
penyerahan salinan autentik arsip terjaga
12. Melakukan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka
penyelenggaraan kearsipan
Tanggungjawab
1 tertib penyelenggaraan kearsipan di BPOM
2. terlaksananya pembinaan pengelolaan arsip dinamis
3. terimplementasikannya kebijakan pengelolaan kearsipan/ Pedoman Pengelolaan Arsip
Dinamis
4. pengelolaan arsip inaktif di Sentral Arsip Inaktif atau Records Center (pengendalian,
pelayanan dan pemeliharaan)
5. pelaksanaan pemusnahan arsip
6. Bertanggung jawab atas penyerahan arsip statis (bernilai kesejarahan) dan nilai

kepentingan nasional




TERTIB ORGANISASI KEARSIPAN

TERDIRI DARI:

C)

‘\

‘ BALAI ’

39 UK
156 UP

34 UK

170 UP

42 UK

210 UP

34 UK

136 UP

Tugas
Pimpinan Unit P«

1. Menyelesaik
2. Melakukan
melaporkan
3. Melakukan p
4. Melakukan K

Pelaksana Unit
1. Menerima d

UNIT PENGOLAH

bngolah

AN proses kerja yang menghasilkan arsip;
kontrol dan pengendalian pengelolaan
daftar arsip aktif;

engelolaan arsip dinamis dan pembinaan kearsipan;

ontrol terhadap arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan

arsip aktif serta

Pengolah
hn menyimpan berkas kerja yang masih dalam proses;

2. Memberkaskan, mencatat, dan membuat daftar berkas kerja yang sudah

selesai prose
3. Menyimpan
4. melakukan
kerjanya unt
5. Melakukan g
6. Melakukan g

Tanggungjawab

Pimpinan Unit P«

1. pengelolaan
masing-mas

2. pengendalia
3. pemindahan

Pelaksana Unit

1. pemberkasa
2. menyimpan

S;

arsip aktif;

pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi unit
uk kepentingan layanan arsip aktif;

)emindahan arsip inaktif ke unit kearsipan.

y)engolahan dan pelaporan Arsip Terjaga.

pngolah

arsip aktif dan pembinaan kearsipan di lingkungan kerja
ng;

n arsip yang akan dipindahkan ke unit kearsipan;

arsip inaktif ke unit kearsipan.

Pengolah

h arsip aktif;
dan menjaga keamanan arsip aktif di ingkungan unit pengolah




TERTIB SUMBER DAYA MANUSIA

KEBUTUHAN SDM ARSIPARIS
Jumlah Kebutuhan SDM Arsiparis di

Badan POM berdasarkan surat
rekomendasi dari ANRI Nomor :

B-PK.01.00/2827/2022 tanggal 22
Agustus Tahun 2022 adalah

478 orang

dengan komposisi jenjang jabatan
adalah sebagai berikut :

Dengan kondisi bezzeting saat ini Arsiparis
hanya terdiri dari 100 orang dimana jenjang
tertinggi adalah Ahli Muda

Penambahan kebutuhan arsiparis di BPOM
untuk tahun 2023 melalui Jalur PPPK

Pertama‘
68

Muda
30

/

Mahir
132

Terampil
189

Penyelia
53

= Utama =Madya =Muda Pertama =Penyelia = Mahir = Terampil




TERTIB PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN

‘ RECORD CENTER

CENTRAL FILE




TERTIB PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

Monitoring dan evaluasi unit kerja

dalam penyampaian daftar arsip
per 6 bulan

E" ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

[R] sty

Nomor BKN.00.01/183412020 Jakarta, 30 September 2020
sifat era
Hal Penyerahan Salinan Autentik

Arsip Terjaga Badan POM

Yth. Pit Sekretaris Utama
Badan Pengawas Obat dan Makanan
di Jakarta

Menindakianjuti surat Plt. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan (Badan POM) Nomor: B-KA 04.012240620368 tanggal 29 Juni 2020
Hal Penyampaian Daftar Arsip Terjaga Badan POM, dengan ini kami sampaikan bahwa
Galam rangka penyerahan sainan autentk arsip tefiaga Badan POM maka
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) peri melaksanakan kegiatan verifikasi
secara langsung terhadsp fisk arsip terjaga tersebut. Namun berdasarkan hasi
Komunikasi lisan antara ANRI dengan Badan POM sampai dengan saat inl ANR! belum

Bordasarkan hal tersebut, dengan i kami sampaikan bahwa permohonan
penyerahan arsip terjaga dari Badan POM kepada ANRI kami proses kembali setelah

Pit. Deputi Bidang Konservasi Arsip,

Dra. Muli Siswat, MM

BADANPOM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NegaraNo. 22 okaraPut 105601
126233, 4244755, 241781, 244815, Fan - 245139
m@pamgoid ; Wabshe : v om.goid

Tl (021 4244691
P

Nomor  : B-KA03252622012203 Jakarta, 6 Januari 2022
Lampiran 1 (satu) e

H Permohonsn Penyampsian Daftar
Aesip A, Pemindahan Arsip Inaktit
dan Arsip Bernisi Guna Permanen
pada kurun waktu Tahun 2014 ~ 2019

Y. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
i Lingkungan Badan POM

Menindsianiufi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

e Pom
Nomor : HK02.02.1.25.07.21.300 tentang Kebijskan Pengelolaan Kearsipan di
Lingkungan Badan POM dan untuk mewsjudkan sadar dan terth arsp i
Lingkungan Badan, bahwa tugas dan tanggung jawab unit kera sebsgal unit
pengolah adaiah mengolah semua arsip yang berkatan dengan kegistan di

linghungannya sebsgai berikut:

1. Wafio melaporkan dafar arsip akif yang tercpta setisp 6 (enam) bulan sekal
kepada Biro Umum selsku Unit Kearsipen | Badan POM.

2. Wafio menyerahkan arsip yang sudsh habis masa retensi akifya disertai
‘Gengan penyampsian Berita Acara Pemindahan dsn Dafar Arsip Inaki yang

setisp 1 tahun sekal sesusi dengsn Jadwal Retensi Arsip (JRA).

3. Sekstan dengan penyerahan arsip inakif ke Unit Kesrsipan sebagaimana
angka 2 dan dalam rangka

permanen, unit pengolsh wajib menyelamatkan arsip berniai guna permanen

Oleh karena it unit pengolah dapat menyampaikan dafar arsip dan kelengkapan
Gokumen ke Biro Umum dan dapst mengunggeh data sebagaimana dimsksud
sebagai berikut
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+ Penyampaian Daftar Arsip AKSf Semester Il tahun 2021 agar diunggah ke
R —— o s randa pada meny
“Pelaporan Arsip AKtf Unit Kerja Pusat® dalam bentuk fle pdf yang sudsh
cisakan oleh pimpinan unit dan fle excel

+ Uniuk unit keria yang masuk dsiem dafiar pada Lampiran | sgar dapat

tercpta  whun 200 - 2019 melsli ik
Ditosbi PelsporanDsfarArsioPermanen ¢

« Fisik arsip non tekstual berupa arsip foto dan video kurun waky tahun 2014
2019 yang tercita dalam bentuk digital agar dapat diupload melalui link:
nttps it hiArsipNonTekstual

+ Seluruh daftr arsip dan fsik arsip tersebut disporkan ke Biro Umum selaky
UnitKearsipan | Badan POM paling lambat pada tanggal 31 Januari 2022

Untuk mempertancar proses penyampaian berkas, Arsipars! Pengelola Arsip di

Ananda Sekar Rahm (HP - 08076206228)

Diharapkan dar semua phak "
@i Badan POM. Demikisn kami sampaikan, stes komitmen dan kerjasama

Bapak/bu diucapkan terimakasi.

Kepala 8i

Dra. Rita Mahyona, Apt. M.Si

Tembusan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Menjadi Simpul Jaringan

Informasi Kearsipan Nasional

Pelaporan

Salinan Aute

dan

Penyerahan

tik Arsip Terjaga

B'H’Ell JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL

Beranda Deskripsi Arsip Pameran Virtual Simpul Jaringan

Beranda Deskripsi Arsip > Detail Arsip

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Layanan Akses
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2. Menentukan program prioritas terkait anggaran kearsipan dalam setiap tahun sebagai berikut :

TERTIB PENDANAAN

Program dan kegiatan kearsipan dapat dimanfaatkan secara optimal sejak tahun 2019

Peningkatan

Kompetensi SDM
melalui bimtek/
workshop

Pemenuhan instrumen
kebijakan secara
lengkap, pengawasan
kearsipan

Pembinaan Kearsipan
melalui  penghargaan
bagi unit kerja terbaik
dalam pengelolaan
kearsipan
pemberian
penghargaan bagi
arsiparis (pemilihan
arsiparis teladan)
asistensi/
pendampingan dalam
proses penerapan SPBE
Kearsipan (SIKD)

Peningkatan

kompetensi SDM
Arsiparis melalui
sertifikasi

Bimtek dalam rangka
Pembentukan Tim
Penilai  Kinerja  JF
Arsiparis

Pengukuhan organisasi
profesi dalam rangka
mendukung kinerja JF
Arsiparis sebagai
seorang yg profesional

asistensi/ pendampingan
dalam proses penerapan
SPBE Kearsipan (SRIKANDI)
Penyelamatan Arsip
Bernilai Guna Permanen
khususnya arsip kabinet
2014 -2019

review instrumen JRA dan

SKKAD berdasarkan
dengan penambahan
fungsi organisasi Badan
POM

Pembentukan Tim Penilai
Kinerja JF Arsiparis

Koordinasi dalam
pengelolaan arsip
elektronik/  program

digitalisasi arsip
Pemanfaatan arsip bagi

kepentingan layanan
kearsipan kepada
masyarakat



KONDISI

NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN

96,94

PERINGKAT DUA
TERBAIK TINGKAT LPNK TAHUN 2023

TERAKREDITASI

Sangat Baik

=

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.02.00/5198/2022 Jakarta, 30 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Akreditasi
Unit Kearsipan | Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Yth. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan jo Peraturan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
tentang Pedoman Akreditasi Kearsipan, ANRI memiliki tugas melaksanakan
akreditasi kearsipan antara lain terhadap Unit Kearsipan. Akreditasi ini bertujuan
untuk memberikan penjaminan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan
Unit Kearsipan serta memberikan saran perbaikan guna peningkatan kualitas
pelayanan dan penyelenggaraan kearsipan pada Unit Kearsipan dalam rangka
mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan.




PENCAPAIAN KUALITAS MUTU

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

NILAI
72,51

Nilai pengawasan
kearsipan BPOM
berdasarkan

Peraturan ANRI
nomor 38 Tahun
2015

NILAI
95,18

Menjadi terbaik
ke-2 tingkat
Lembaga Non
Kementerian

NILAI
97,77

Menjadi terbaik
ke-3 tingkat
Lembaga Non
Kementerian

NILAI
94,22

Menjadi terbaik
ke-2 tingkat
Lembaga Non
Kementerian

NILAI
96,38

Menjadi terbaik
ke-1 tingkat
Lembaga Non
Kementerian

NILAI
96,94

Menjadi terbaik
ke-2 tingkat
Lembaga Non
Kementerian




KEBERHASILAN CAPAIAN TARGET

DIPERLUKAN

A |
KOMITMEN - KOMPETEN
O | ‘ Si ¢

PROGRAM
KEARSIPAN
BERKELANJUTAN

%

—e <
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Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif




Tata Kelola Kearsipan
Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara

Disampaikan Oleh :

AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, S.1I.P., M.1

#n Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara '

g5



1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Menyatakan Bahwa Penyelenggaraan Kearsipan Bertujuan Untuk Menjamin Tercipta Dan Ketersediaan Arsip
Yang Autentik Dan Terpercaya, Terwujudnya Pengelolaan Arsip Yang Andal, Perlindungan Kepentingan Negara Dan Hak-hak Keperdataan Rakyat, Keselamatan Dan

)4
BerAKHLAK
LATAR BELAKANG

Keamanan Arsip, Keselamatan Arsip Negara Serta Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

2. Ketentuan Sanksi Administratif sesuai Pasal 78 sampai 80 dan Ketentuan Pidana sesuai Pasal 81 sampai 88 sehingga Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana terkait

dengan Penyelenggaraan Kearsipan sudah sangat jelas untuk menjadi pedoman setiap pencipta arsip;

3. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun
2012 tentang pelaksanaan Undang-
Undang 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan

Pasal 9 Pembinaan kearsipan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
bertujuan untuk membina
penyelenggaraan SKN pada setiap
pencipta arsip dan lembaga kearsipan
sesuai dengan arah dan sasaran
pembangunan nasional di bidang
kearsipan;

4. Pasal 11

Poin angka (1) Pembinaan kearsipan di
tingkat provinsi, kabupaten/kota,
perguruan tinggi meliputi:

a. koordinasi penyelenggaraan kearsipan;
b. penyusunan pedoman kearsipan;

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan
konsultasi pelaksanaan kearsipan;

d. sosialisasi kearsipan;

e. pendidikan dan pelatihan kearsipan;
dan

f. perencanaan, pemantauan, dan
evaluasi.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi F g rcovcons

Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun LEMBAGA PEMERINTAHAN

2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, = E T ARA RARGS BasSen ASST RERARA,
bahwa nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan salah satu komponen

dalam penilaian Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 TAHUN 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan
pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan
profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah berpedoman pada

melayani
bangsa

EPUBLIK INDONESIA

&& SAYA MENDORONG
MEMPERBAIKI SISTEM KEARSIPAN.

@ anric010 (S @ WP ©ARSIPNASIONALR (@E0) ARSIP NASIONAL RI

7. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.

9. Surat Edaran Mendagri Nomor 01
tahun 2020 tentang Penyelamatan
dan Pelestarian arsip Negara




GEOGRAFIS

= Luas wilayah S KUTAI
27,263.10 km? y -/ KARTANEGARA

= Kabupaten Kutai Kartaneda
berbatasan dengan: :

= Sebelah Utara dengan
Kabupaten Malinau,

Sebelah Selatan dengan
Kabupaten Pasir dan Kota
Balikpapan,

Sebelah Timur dengan Selat

Makassar dan Kabupaten Kutai
Timur,

Sebelah Barat dengan Berbatasan Langsung dengan IKN B
Kabupaten Kutai Barat dan Penajam Paser Utara (PPU)




>Berdasarkan Sensus Penduduk 2023 pPOPULASI
Jumlah Penduduk Kutai Kartanegara
sebanyak 788.113 Jiwa
 Laki-laki :410.731 jiwa

* Perempuan: 377.382 jiwa
> Administrasi Pemerintahan

e Kecamatan : 20 Kecamatan
. Desa/KeIurahan237 (44 KeI 193 Desa)

Tantangan
Geografis dan Populasi




EmenrAKHLAK
Fme,

Jumlah Aparatur Sipil Negara

PENGAWASAN
TATA KELOLA KEARSIPAN KUTAI KARTANEGARA (Sumber BKPSDM’ Sampai April

dlarpusl 2024) yang menjadi obyek
Hukar layanan sesuai Perjanjian

Kinerja dan Pencipta Arsip
O sumLanoPD S— 11.612 PNS dan 3.032 PPPK
I serta THL (Honorer) 4.096 (Data
Base BKN).
37)
@ JUMLAH UNIT PENGOLAH JU M LAH Ty

TANTANGAN PENGELOLAAN PEMBINAAN

o JUMLAH ARSIPARIS

Hasil Audit
Kearsipan Rata-rata
C Target B

N CETTET
1
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LANGKAH - LANGKAH BerAKHLAK

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
d k TATA KELOLA KEARSIPAN KUTAI KARTANEGARA bangsa
IS ALSS
Dinas Kearsipan dan|

Perpustakaan Huha r

BlZdl RAKOR PENYELENGGARAAN
0'| KEARSIPAN

STEP

02

STEP

LANGKAH

STEP

i SOSIALIS
| STRATEGI PENGELOLAAN
7

'v“ B, dk 1 N . R
. Satukan Langkah Mewuju P Digits
Pemerintah Kabupa Cutai K
. 'Tahml‘)% T

+jt Hasil Pengawasan
Kearsipan 7ahun 2021
di Kecamatan Muara Badak




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ¥

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jalan Panj Momor 46 Kelurahan Panji BUPATI KUTAI KARTANEGARA

S — Website : Ntp:/diarpus. kKukarkab.go.ld E-mall : olarpus@mail.kukarkab.go.id Tenggarong 75514
; Nomor : B- (144 / DIARPUS / 188.55 / 05 / 2019

——— e e A 3 TENTANG

3
3
g
l

|
|
|
|

LAPORAN MONITORING TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
FPENGUMUMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-1/DIARPUS/000.5.15.1/11/2023

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Dinas Kearsipan da;

E’larpus {ies

Perpustakaan u ar rE
g TENTANG KESATU  : Masing-masing Perangkat Daerah menganggarkan Pagu Anggarn untuk

HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2023 keglatan penyclenggaraan Kearsipan minimal sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua
Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) stau scsual kebutuhan Perangkat Daersh masing-
masing (Dalam penyusunan anggaran (RKA) berkoordinasi dongan Dinas

I Hu

I MENYIAPKAN ANGGARAN
o 6 250 PER OPD PENYEDIAAN
SAPRAS KEARSIPAN

Kearsipan dan Perpustakaan Kabupalen Kutai Kartanegara);
o
MENYIAPKAN ANGGARAN
300 JUTA PER OPD UNTUK BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PENGELOLAAN ARSIP OPD
DAN LKD
] INSTRUKS| BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Nomor : B- 820/ DIARPUS / O48.1 /02 /2020
TENTANG
MEMASUKKAN TA AUDIT PENGAWASAN KEARSIPAN, PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN

INOVASI DIORAMA DAN POJOK BACA

L KA RS A N PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KINERJA DENGAN 23\

TARGET KATEGORI
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KETIGA  : Masing:masing Perangkat Daerah agar menganggarkan Pagu Anggaran

— 0, untuk penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019
' J , ) dengan judul kegiatan PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS minmal

sebesar Rp. 300000000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau sesuai
kebutuhan Perangkat Daerah masing-masing (dalam penyusunan

20 Maturtas Sastem | Nidai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah Level 3.4 dan 5

— ke, anggaran  (RKA) berkoordinasi dengan Dinas ~Kearsipan dan

4
Pemerintah (SP1P) e 2
Level 1

21 Tata Kelola ARSIP Nilai Tata Kelola ARSIP Perangkat Dasrah Erecdiar AAA

e - ,,{’ Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara);

Perpustakaan

Prediat B8

Prediat B
Prediat CC

Prediat C

NEEIHEEER:

Prediuat D




PRESTASI

dlal' LS<

B Hul-rar

TATA KELOLA KEARSIPAN KUTAI KARTANEGARA

PRESTASI BerAKH LAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten

Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga
melayani
bangsa

2018 2019 2020 2021 2022 - 2023
SANGAT
} BURUK MEMUASKAN . KURANG BAIK

x{ PRESTASI
B 2023

PENGHARGAAN ANRI SEBAGAI DAERAH YANG TELAH BERHASIL
MENERAPKAN SRIKANDI PADA SELURUH OPD

/‘
PENERAPAN APLIKASI SRIKANDI DAN
PENYUSLINAN KEBIJAKAN INSTRUMEN
KEARSIPAN DI DAERAH




PRESTAS| BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

barI\gga
' - melayani
d %W APAT KOOR <I'D| bongga
Dma: A!EE . ‘ i US 2 ,‘;I )

Hul-rar 5 ! £

@ TERBAIK 3 SE-KALTIM

= PRESTASI
. DARI PROVINSI

o)

KUKAR IDAMAN

@ TERBAIK 1 SRIKANDI

© KANTOR BUPATIKUTAI KARTANEGARA




INOVASI

TATA KELOLA KEARSIPAN KUTAI KARTANEGARA

>
BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

diarpusg

f‘?;;vg: in'mm#an dar Huhar

INOVASI

INOVASI INI LAH YANG MENGIRING KEBERHASILAN
DINAS KEARSIPAN & PERPUSTAKAAN KUTAI KARTANEGARA
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